
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PONOROGO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 107 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN ]

NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dalam
pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo, perlu
mengatur tentang kewajiban bagi Wajib Pajak untuk
mendaftarkan objek pajak kepada Bupati untuk
mendapatkan Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri
atas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek
Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Nomor Identitas Pajak Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya & Dati II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
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dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten.tang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor
2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun
2011 ten tang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Ka bu paten Ponorogo Tahun 2011
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun
2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun
2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2011 Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016
Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 99);

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI 
PAJAK DAERAH. 

TENTANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

NOMOR IDENTITAS 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
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4. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Ponorogo.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan Usaha yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri
dari 18 (delapan belas) digit yaitu 2 (dua) digit pertama merupakan Kode
Administrasi Perpajakan Daerah, 10 (sepuluh) digit berikutnya merupakan
Kode Wilayah Wajib Pajak, dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode
Administrasi Perpajakan Daerah.

9. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD, adalah nomor
identitas atas objek Pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/ a tau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan Usaha sebagai Wajib Pajak yang
memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam
administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

10. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan
data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah.

11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

13. Kartu NPWPD adalah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan
oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang
berisikan NPWPD dan identitas lainnya.

14. Kartu Virtual NPWPD adalah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang
diterbitkan secara virtual melalui Sistem Online Pajak Daerah pada Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

15. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



- 5 -

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas: 

a. Nomor Identitas Pajak Daerah;

b. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak;

c. Tata cara penerbitan NPWPD dan NOPD;

d. Tata cara penghapusan NPWPD dan NOPD; dan

e. Perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.

Pasal 3 

(1) Nomor Identitas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
terdiri dari :

a. NPWPD; dan

b. NOPD.

(2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan terhadap
jenis pajak yang meliputi:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

f. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah;

h. Pajak Penerangan Jalan; dan

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan terhadap
jenis pajak yang meliputi:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

f. Pajak Parkir;

g. Pajak Air Tanah; dan

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III 
TATA CARA PENDAFTARAN 

WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK 

Pasal 4 

(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib
mendaftarkan diri kepada Badan dengan menggunakan Format Formulir
Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
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(2) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
wajib mendaftarkan objek pajak kepada Badan dengan menggunakan Format
SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 

(1) Formulir pendaftaran atau SPOP harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(2) Wajib Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan formulir pendaftaran atau
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen yang
dipersyaratkan sebagai berikut:

a. dokumen umum; dan

b. dokumen khusus.

(3) Dokumen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk
seluruh jenis pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Warga
Negara Indonesia atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang bagi Warga Negara Asing;

2. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu
Keluarga penerima kuasa; dan

3. mengisi formulir pendaftaran atau SPOP.

b. Wajib Pajak Badan Usaha :

1. fotokopi Akta Pendirian dan peru bahannya;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga bagi Warga
Negara Indonesia atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang bagi Warga Negara Asing dari salah satu
komanditer;

3. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu
Keluarga penerima kuasa; dan

4. mengisi formulir pendaftaran atau SPOP.

(4) Dokumen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan
Keputusan Kepala Badan.

(5) Formulir pendaftaran atau SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperoleh pada Pelayanan Pajak Daerah Badan dan/ atau dengan cara
mengunduh melalui website https://sipandaunik.ponorogo.go.id.

(6) Pendaftaran NPWPD dan NOPD dapat dilakukan secara online dengan
ketentuan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6 

( 1) Kepala Badan dapat menetapkan NPWPD secara jabatan kepada Wajib Pajak
yang tidak mendaftarkan diri dan/ a tau melaporkan usahanya, namun telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
berdasarkan data yang dimiliki Badan.

(2) Penetapan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindal{ lanjuti dengan kegiatan Pemeriksaan untuk masa pajak dan/ a tau
tahun pajak yang tidak didaftarkan setelah diterbitkan NPWPD.
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BAB IV 
TATA CARA PENERBITAN NPWPD DAN NOPD 

Bagian Kesatu 
Penerbitan NPWPD 

Pasal 7 

(1) Penerbitan NPWPD dilakukan melalui Keputusan Kepala Badan.

(2) Format Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(3) Keputusan Kepala Badan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

(4) Wajib Pajak yang telah diterbitkan NPWPD melalui Keputusan Kepala Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kartu NPWPD sebagai
kartu identitas dan/atau kartu virtual NPWPD melalui akun Wajib Pajak yang
telah didaftarkan pada Sistem Perpajakan Daerah pada Badan.

(5) Pedoman penomoran NPWPD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati
ini.

Pasal 8 

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak untuk jenis pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD. 

Pasal9 

( 1) Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWPD diberikan pengumuman
pemungutan pajak oleh Kepala Badan.

(2) Format pengumuman pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua 
Penerbitan NOPD 

Pasal 10 

(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
yang telah mengisi dan menyampaikan SPOP, diterbitkan NOPD oleh Badan.

(2) Penerbitan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Keputusan Kepala Badan.

(3) Format Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(4) Pedoman penomoran NOPD tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
Bupati ini.
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BABV 
PENGHAPUSAN NPWPD DAN NOPD 

Pasal 11 

(1) NPWPD dan/atau NOPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau
objek pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif
sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui

a. permohonan Wajib Pajak, kuasanya, atau ahli warisnya; atau

b. penetapan secara jabatan.

Bagian Kesatu 
Penghapusan NPWPD dan NOPD Atas Permohonan Wajib Pajak, 

Kuasanya atau Ahli Warisnya 

Pasal 12 

(1) Penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal, antara lain

a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan;

b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk
selama-lamanya;

c. Wajib Pajak Badan Usaha dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian
atau penggabungan usaha;

d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau

e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk
subjek dan objek pajak yang sama.

(2) Permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan.

(3) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/ a tau NOPD dalam hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

a. menyampaikan secara langsung;

b. menyampaikan secara online;

c. pengiriman melalui pos tercatat; atau

d. pengiriman melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Bagian Kedua 
Penghapusan NPWPD dan NOPD Secara Jabatan 

Pasal 13 

Penghapusan NPWPD dan/ atau NOPD secara jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau 
informasi yang dimiliki oleh Badan menunjukkan Wajib Pajak dan/atau objek 
pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai 
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
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Bagian Ketiga 
Persyaratan Penghapusan NPWPD dan NOPD 

Pasal 14 

(1) Permohonan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kegiatan Pemeriksaan.

(2) Pengajuan permohonan penghapusan NPWPD dan/ atau NOPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus melampirkan dokumen, antara lain :

a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan/ atau surat pernyataan warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli
waris untuk Wajib Pajak orang pribadi;

b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan
Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya;

c. dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib
Pajak Badan Usaha telah dilikuidasi atau dokumen lain yang
menunjukkan bahwa Badan Usaha telah dibubarkan atau terjadi
penggabungan usaha;

d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan
kegiatan usahanya; dan/ atau

e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1
(satu) NPWPD dan/atau NOPD untuk subjek dan objek pajak yang sama.

(3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti
dengan penghapusan NPWPD dan/atau NOPD dalam hal Wajib Pajak tidak
sedang mengajukan upaya hukum.

(4) Selain tidak sedang mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), penghapusan NPWPD dan/ atau NOPD dapat dilakukan apabila :

a. Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak;

b. Wajib Pajak memiliki utang pajak, narnun penagihannya sudah
kadaluarsa;

c. Wajib Pajak memiliki utang pajak, narnun Wajib Pajak orang pribadi
meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak memiliki
ahli waris, pengurus harta peninggalan, atau ahli waris tidak dapat
ditemukan; atau

d. Wajib Pajak memiliki utang pajak, namun Wajib Pajak tidak memiliki harta
kekayaan.

(5) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWPD dan/atau
NOPD dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan
Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/ atau NOPD.

(6) Format Keputusan Kepala Badan tentang Penghapusan NPWPD dan/atau
NOPD tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB VI 
PERUBAHAN DATA PADA 

NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH 

Pasal 15 

(1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek pajak dapat dilakukan dalam hal
data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan daerah berbeda
dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD

atau NOPD baru.
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(2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. perubahan identitas Wajib Pajak;

b. perubahan data objek pajak, seperti perubahan alamat objek pajak;

c. perubahan identitas Wajib Pajak Badan Usaha tanpa perubahan bentuk
Badan U saha; dan

d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan Usaha tanpa
perubahan bentuk Badan Usaha.

(3) Perubahan data Wajib Pajak dan/ atau objek pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. permohonan Wajib Pajak atau kuasanya; atau

b. penetapan secara jabatan.

(4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara
tertulis atau secara online kepada Kepala Badan dengan melampirkan
dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan melakukan
penelitian, pemeriksaan, pengecekan, atau verifikasi ke lapangan.

(6) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
dilakukan apabila terdapat data dan/ a tau informasi yang dimiliki Badan
menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek pajak.

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 1 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 1 Oktober 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI
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BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 107. 

Salinan sesuai dengan asliny/ KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 107 TAHUN 2019 

TANGGAL: 1 OKTOBER 2019 

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD 

A. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 

Jl. Aloan-Aloan Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352) 481612 

PONOROGO 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH ORANG PRIBADI 

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan 

Gelar Belakang 

2. Tempat / Tanggal Lahir

3. Status Perkawinan

4. Kebangsaan

5. Nomor Telepon/ HP

6. Email

7. NPWP

B. ALAMAT

1. Alamat Tempat Tinggal

Jalan

Blok/ Nomor

RT/ RW

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kata / Kabupaten

Kade Pas

Propinsi

Nomor Telepon / HP

: 1. Kawin 

: 1. WNI 

NIK 

2. WNA

Negara Asal

No. Paspor

2. Tidak Kawin

2. Alamat Domisili sesuai KTP ( tidak perlu diisi jika sama dengan alamat tempat tinggal )

Jalan
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Blok/ Nomor



RT/ RW 

Kelurahan / Desa 

Kecamatan 

Kata / Kabu paten 

Kade Pas 

Propinsi 

Namor Telepon / HP 

C. PERNYATAAN

- 2 -

. ............................................................................................... 

................................................................................................

. ···································································-·························· 

. ······························································································ 

. .............................................................................................. 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Ponarogo, ..................................................... . 

Petugas, Pemohon, 

( ............................................... ) ( ............................................... ) 

NIP . ........................................ .. 
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B. WAJIB PAJAK BADAN USAHA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352 ) 481612 

PONOROGO 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH BADAN USAHA 

Status : 1. Pusat 2. Cabang

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Bentuk Badan Usaha 1. Perseroan Terbatas (PT) 6. Kongsi

2. Perseroan Komanditer (CV) 7. Koperasi

3. Perseroan Lainnya 8. Perseku tuan

4. BUMN / BUMD 9. Lainnya

5. Firma (Fa)

2. Permodalan/ Kepemilikan 1. PMA 3. Pemerintah

2. PMDN 4. Lainnya

3. Nama Wajib Pajak

4. Alamat Tempat Kedudukan

Jalan . ............................................................................................. .

Blok / Nomor

RT I RW

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Kota / Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon / HP

Email

1. Dokumen Dasar Pendirian dan/ atau Perubahan Terakhir

Nomor Akta

Tempat / Tanggal Akta

Nama Notaris

Nomor Akta Perubahan

2. J enis U saha / Kegiatan

3. NPWP

4. ldentitas Pimpinan / Penanggung Jawab

Nama

Jabatan 

Kebangsaan : 1. WNI 

NIK 



NPWP 

Alamat Domisili 

Jalan 

Blok/ Nomor 

RT/ RW 

Kelurahan / Desa 

Kecamatan 

Kata/ Kabupaten 

Kode Pas 

Propinsi 

Nomor Telepon / HP 

Email 

Namar Telepan / HP 

Email 

B. PERNYATAAN

- 4 -

2. WNA

Negara Asal

No. Paspor

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlalrn, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Petugas, 

( ............................................... ) 

NIP . ......................................... . 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM/SE RETARIAT DAERAH 
RTIYAWAN S.H. 

Ponorogo, ..................................................... . 

Pemohon, 

( ............................................... ) 

BUPATI PONOROGO, 
TTD. 

H. !PONG MUCHLISSONI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 107 TAHUN 2019 

TANGGAL : 1 OKTOBER 2019 

FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 

A. PAJAK HOTEL

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

JI. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai (I ( 0352 ) 481612 

PONOROGO 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ( SPOP) 

PAJAK HOTEL 

I. NPWPD

II. Data Objek Pajak

1 . Jenis PermohOnan

2. Nama Objek Pajak

3. Alamat

4. Kelurahan

5. Kecamatan

6. Kota I Kabupaten

7. NomorTelepon

8. NOP PBS

Ill. Data Usaha 

1. Status Usaha

2. Klasifikasi Hotel

3. Luas Tempat Usaha

a. Luas Tanah

b. Luas Bangunan

4. Status Kepemilikan

Nomor: ...... .................................. . 

O Pendaftaran Baru O Perubahan Data 

RT . . . . . . . . . . RW . . . . . . . . . . Kode Pos .................... . 

D 1. lnduk D 

IT] 1. Bintang Lima

2. Bintang Empat

3. Bintang Tiga

4. Bintang Dua

5. Bintang Satu

................. . ................ m
2 

.................. ................ m
2 

a. Milik Sendiri

b. Sewa / Kontrak

c. Bagi Hasil

2. Cabang

6. Melati Tiga

7. Melati Dua

8. Melati Satu

9. Rumah Kos

10 . .......................... . 

5. Jumlah Kamar ... ........................ ...... kamar 

6. Tipe dan Tarif Kamar : 1. Tipe Standar, ............. kamar, Tarif Rp. .. .............. / ............... . 

2. Tipe ............ , ............. kamar, Tarif Rp. .. . ............. / ............... . 

3. Tipe ........................... kamar, Tarif Rp . ................ / .............. .. 

4. Tipe .......................... kamar, Tarif Rp. .. .... ... ....... / .............. .. 

5. Tipe .......................... kamar. Tarif Rp. .. .............. I ............... . 

7. Bukti Pembayaran a. Bon/ Bill

b. Struk / Register

C ...... 

8. Alat Transaksi /Cash: a. Merk ... ..

Register b. Tipe ... . .

c. Jumlah ..... unit 

d ...... 



9. Fasilitas Hotel

10. a. Fasilitas Parkir

b. Kapasitas Parkir

c. Pengelola Parkir

d. Dipungut Bayaran:

11. Jenis Perizinan

IV. Keterangan Lain - Lain

-2-

a. Persewaan Ruangan

b. Fitness Center

c. Restoran

d. Kolam Renang

e. Lapangan T enis

f. Klub Malam I Karaoke

g. Diskotik

h. Pub/ Bar/ Cafe

i. Spa

j. . .... 

Ada/ Tidak 

1) Mobil ..... unit 

2) Motor ..... unit 

Ya/ Tidak 

a . ................................. . 

b ................ ............... ... . 

C . ........................ ......... . 

dikelola sendiri : Ya / Tidak 

dikelola sendiri: Ya/ Tidak 

dikelola sendiri: Ya/ Tidak 

dikelola sendiri: Ya/ Tidak 

dikelola sendiri: Ya I Tidak 

dikelola sendiri: Ya/ Tidak 

dikelola sendiri : Ya / Tidak 

dikelola sendiri: Ya/ Tidak 

dikelola sendiri: Ya/ Tidak 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang ber1aku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Ponorogo, ............................................ . 

Petugas Penerima, Wajib Pajak, 

NIP ................................ . Nam a jelas / T and a tang an / Cap 
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B. PAJAK RESTORAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai l l ( 0352 ) 4816 l 2 

PONOROGO 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ( SPOP) 

PAJAK RESTORAN 

I. NPWPO

II. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan

2. Nama Objek Pajak

3. Alamat

4. Kelurahan

5. Kecamatan

6. Kota / Kabupaten

7. Nomor Telepon

8. NOP PBB

Ill. Data Usaha 

1 . Status Usaha 

2. Luas Tempat Usaha

a. Luas T anah

b. Luas Bangunan

3. Status Kepemilikan

4. Jam Operasi

5. Bukti Pembayaran

Nomor: ........................................ . 

D Pendaftaran Baru D Perubahan Data 

Gedung / Mall ............ ................................. Lantai ................. . 

RT . . . . . . . . . . RW . . . . . . . . . . Kode Pos .................... . 

0 1. lnduk 0 2. Cabang

.................................. m
i 

........................ .......... n,
2 

a. Milik Sendiri

b. Sewa / Kontrak

c. Bagi Hasil

a. Jam ...... ........... sampai dengan jam ................ . 

b. Jam ................. sampai dengan jam ................ . 

a. Bon/ Bill

b. Struk / Register

C . .... . 

6. Alat Transaksi /Cash: a. Merl< .... .

Register b. Tipe .... . 

7. Fasilitas Penunjang

8. Jumlah Meja I Kursi

9. a. Fasilitas Parkir

b. Kapasitas Parkir

c. Jumlah ..... unit 

d . ..... 

a. Ruang Pertemuan

b. Live Music

C . .... . 

d .... .. 

e . .... . 

.......... rneja / .......... kursi 

Ada I Tidal< 

1) Mobil ... .. unit

2) Motor ..... unit 
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c. Pengelola Parkir

d. Dipungut Bayaran Ya/ Tidak 

10. Jenis Perizinan a.·································· 

b . ................................. . 

C . ................................. . 

IV. Keterangan Lain· Lain

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang ber1aku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Ponorogo, ............................................ . 

Petugas Penerima. Wajib Pajak, 

NIP ................................ . Nama jelas I Tanda tangan / Cap 
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C. PAJAK HIBURAN

PEtv1ER1NTAll KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 
JI. Aloon-Aloon Utara Gcdung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352) 481612 

PONOROGO 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ( SPOP) 

PAJAK HIBURAN 

I. NPWPD

II. Data Objek Pajak

1 . Jenis Permohonan
2. Nama Objek Pajak
3. Alamat

4. Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kota I Kabupaten
7. Nomor T elepon
8. NOP PBS

Ill. Data Usaha 

1. Status Usaha
2. Jenis Hiburan

3. Sifat Pertunjukan
4. Luas Tempat Usaha

a. Luas Tanah
b. Luas Bangunan

5. Status Kepemifikan

6. Jam Pertunjukan
/ Operasionaf

7. Jen is dan T arif

Nomor: ........................................ . 

O Pendaftaran Baru O Perubahan Data 

RT .. . .. .. .. . RW .. .. . . . . . . Kode Pos ... ................. . 

D 1. lnduk D 2. Cabang
a. Tontonan film
b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana
c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
d. Pameran I saran rekreasi, kolam renang, dan kolam pancing
e. Diskotik. karaoke, klub malam, dan sejenisnya
f. Sirkus, akrobat, dan sulap
g. Permainan bilyar, golf, dan bowling
h. Pacuan kuda. kendaraan bermotor. permainan ketangkasan, dan

futsal
i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa. dan pusat kebugaran ( fitness

center)

j. Pertandingan otahraga
k. Pagelaran kesenian rakyat / tradisional
Rutin / I nsidental

.............................. .... m
2 

.................... ............. m
2 

a. Milik Sendiri
b. Sewa I Kontrak
c. Bagi Hasil
a. Jam ............. sampai dengan jam ........... .. 
b. Jam ............. sampai dengan jam ............ . 
c . Jam ............. sampai dengan jam ............ . 
d. Jam ............. sampai dengan jam ........... .. 
a. Ruangan / Kamar

1) ............ kamar I Rp . ...... ...... / ........... . 
2} ...... ...... kamar I Rp . ...... ...... / ... ........ . 
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3) ......... ... kamar I Rp ............. / ... ........ . 

4) ............ kamar I Rp . ............ / ... ........ . 

b. Koin Rp . .. .... ..... . 

c. Tiket/ Karcis Rp ............ . 

d . .... . 

8. Bukti Pembayaran a. Bon/ Bill

b. Struk / Register

C . ..... 

9. Alat Transaksi /Cash: a. Merk .... .

Register b. Tipe .... . 

c. Jumlah ..... unit 

d . ..... 

1 0. Kapasitas a. Jumlah Tempat Duduk ......... . .. 

11. Fasilitas Penunjang

12. a. Fasilitas Parkir

b. Kapasitas Parkir

c. Pengelola Parkir

d. Dipungut Bayaran

13. Jen is Perizinan

IV. Keterangan Lain· Lain

b. Jumlah Mesin ........... . 

c. Jumlah Meja ........... . 

d. Jumlah Jalur ........... . 

e. ············ 

a ............ . 

b ............ . 

C . ... ........ . 

Ada I Tidak 

1) Mobil ..... unit 

2} Motor ..... unit 

Ya I Tidak 

a . ... .............................. . 

b. ·································· 

C . ................................. . 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Ponorogo, ............................................ . 

Petugas Penerima. Wajib Pajak, 

NIP ..................... ........... . Nama jelas / Tanda tangan / Cap 
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D. PAJAK REKLAME

PEMERlNTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

JI. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352) 481612 

PONOROGO 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ( SPOP) 

PAJAK REKLAME 

I. NPWPD

II. Data Pemilik Usaha

1. Jenis Permohonan

2. Nama Pemilik Usaha

3. Atamat

4. Kelurahan

5. Kecamatan

6. Kata/ Kabupaten

7. Norn or T elepon

Ill. Data Reklame 

1. Teks Reklame

2. Jenis Reklame

Nomor: ............. ........................... . 

D Pendaftaran Baru D Perpanjangan 

RT . . . . . . . .. . RW . . . . . . . . . . Kode Pos .................... . 

- Reklame Permanen

a. Videotron I megatron I large electronic display ( LED )

b. Bando jalan

c. Billboard

d. Papan

1) Brending / PJU

2) Papan bersinar / neon box

3) Papan tidak bersinar

e. Baliho

1) Baliho bersinar

2) Baliho tidak bersinar

- Reklame lnsidentil

a. Kain ( spanduk, umbul-umbul. banner, dan lain-lain )

b. Baliho

c. Melekat dan stiker

1) Melekat I pengecatan

2) Melekat berjalan

3) Stiker

d. Selebaran

e. Udara ( balon udara)

f. Suara

g. Apung

h. Film/ slide

i. Peragaan



3. Lokasi Pemasangan

4. Kode / Kelas Jalan

5. Ukuran RekJame

6. Jumlah Muka

7. Jumlah Pemasangan

8. Jangka Waktu

Pemasangan

IV. Keterangan Lain · Lain
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a. Nama Tempat

b. Pad a kendaraan nomor polisi: ....................................................... . 

c. lnformasi tambahan . ....................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Diisi oleh Petugas ) 

Panjang ...... ... . m x Lebar .......... rn = ... ... .... m2 

.............................. ... ............ .......... unit 

tanggal ... ... .............. sampai dengan tanggal ... ...... .... ...... . 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang bertaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri 
tahukan di atas, beserta larnpiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Ponorogo, ............................................ . 

Petugas Penerima, Wajib Pajak, 

NIP ............ .................... . Nama jelas I Tanda tangan I Cap 
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E. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PElviERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSETDAERAH 
JI. Aloon-Aloon Utara Gedung Graba Krida Praja Lantai ll ( 0352 ) 481612 

PONOROGO 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ( SPOP ) 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

I. NPWPO

II. Data Objek Pajak

1 . Jenis Permohonan

2. Nama Objek Pajak

3. Alamat

4. Kelurahan

5. Kecamatan

6. Kota I Kabupaten

7. Nomor Telepon

8. NOP PBB

Ill. Data Usaha 

1. Status Usaha

2. Jenis Usaha

3. Lokasi Tambang

4. Jenis Bahan Galian

5. Volume Galian

6 Jenis Perizinan

IV. Keterangan Lain - Lain

Nomor: ...................... .................. . 

D Pendaftaran Baru D Perubahan Data 

RT . . . . . . . . . . RW . . . .. . . . . . Kode Pas ... ................. . 

D 1. lnduk

D 1. Pertambangan

D 2. Cabang D 3. Perorangan

0 2. Pemanfaatan

...... ............... ............. m3 per hari / bu Ian ( rata-rata ) 

a . ................................. . 

b .................................. . 

C . . .............................. . 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Ponorogo, ..................... . 

Petugas Penerima. Wajib Pajak, 

NIP ................................ . Nama jelas / Tanda tangan / Cap 
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F. PAJAK PARK.IR

PEMERlNT AH KABUPA TEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai 11 ( 0352) 481612 

PONOROGO 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ( SPOP) 

PAJAK PARKIR 

I. NPWPD

II. Data Objek Pajak

1 . Jenis Permohonan
2. Nama Objek Pajak
3. Alamat

4. Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kota I Kabupaten
7. Nomor T elepon
8. NOP PBB

Ill. Data Usaha 

Norn or : ........................................ . 

D Pendaftaran Baru D Perubahan Data 

RT .. . . . .. .. . RW .. . .. . .. .. Kode Pos ... ................. . 

1. Status Usaha O 1. lnduk D 2. Cabang 
2. Lokasi / Luas Tempat: a. Dalam Gedung ...... m x ...... m x ...... lantai = ......... m2 

3. Status Lahan
4. Kapasitas / Daya

Tampung
5. Tarif

6. Jumlah Pintu Masuk
7. Sistem Pemungutan

b. Halaman / Pelataran : ...... m x. ...... m x ...... lantai = ......... m2 

a. Mobil = ......... unit 
b. Motor = ......... unit 
- Tarif tunggal

a. Mobil = Rp ... ... ......... ..... . 
b. Motor = Rp .................... . 

- Tarif per jam
a. Mobil = 1) Jam pertama Rp ................... .. 

2) Tiap jam berikutnya Rp .................... . 
b. Motor = 1) Jam pertama Rp .................... . 

2) Tiap jam berikutnya Rp ................... .. 
..................... buah 
a. Komputer
b. Manual
C . .................... . 

8. Alat Transaksi /Cash: a. Merk ... ..
Register b. Tipe ... ..

c. Jumlah ..... unit 
d . ......... ........... . 

9. Jenis Perizinan a .................................. . 
b . ......... ........................ . 
C . ................................. . 
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IV. Keterangan Lain· Lain

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang ber1aku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Ponorogo, ............................................ . 

Petugas Penerima, Wajib Pajak, 

NIP ............................... .. Nama jelas / Tanda tangan I Cap 
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G. PAJAK AIR TANAH

PEMER[NTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 
JI. Aloon-AJoon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352} 481612 

PONOROGO 

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ( SPOP) 

PAJAK AIR TANAH 

I. NPWPO

II. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan
2. Nama Objek Pajak
3. Jumlah Sumur /

SumberAir
4. Jenis Pengukuran

Nomor: ................ ............ ............ . 

D Pendaftaran Baru D Perubahan Data 

...... ............... buah 

a. Kedalaman Sumur

- Sumur I
- Sumur II

- Sumur Il l
b. Penampungan

- Volume
- Jumlah

c. Luas Lahan

.............. m 

... ... ........ m 

... ........... m 

.............. m3 

.............. urnt 

.............. Ha 

5. Tujuan Pemanfaatan : a . .................... . 

6. Alamat / Lokasi Objek:

7. Kelurahan
8. Kecamatan

9. Kata I Kabupaten
1 O. Nomor T elepon

11. NOP PBS

Ill. Data Usaha 

1 . Status Usaha 
2. Jenis Perizinan

IV. Keterangan Lain - Lain

b. ············ ······ ··· 
C . .................... . 

RT . .. .. . .. . . RW . . . . . . . . . . Kade Pas ............... ..... . 

D 1. lnduk D 2. Cabang
a.········· · ················· ······· 
b . ................................. . 
C . ................................ .. 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang ber1aku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri 
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap. 

Ponorogo, ................................. ........... . 

Petugas Penerima, Wajib Pajak, 

NIP ............... ................. . Nama jelas / Tanda tangan / Cap 
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H. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMER!NTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 

JI. Aloon-Aloon Utara No. 9 Telp./Fax. ( 0352) 481612 
PONORO G O  

Scl:Jin y lllR di•�• olch PctU!!,IIS I ba!!illn yang d1:irs1r}. 

du�, olch \\l.:ijib l'apk 
l:lcn 1:1.nda �il..mg p:.td:i. lwlom y.mg �csu:11. 

I. JE;-.;1s !'RAN.SAKS! n I. P,·r.1lc.J.1mm D:iu n 2. l',:111u1ukhir.m Da111 

NPWPD: ........................... ............................ .. . 

2. :\01' 

.l. :,.op lH:RSA'.\IA 

4. :\'01' .\S.\L

LLJLLJIIIII II II ILJ 
[D [D I I I I :=I :;::::;:=:I ::=I =:==::=:I ::=I �=;:=:I D 

\. lNl-'Ok'.\IASl L\.\lll.\H.\' l :o,;·1 l KIL\ I.\ U.\lU 

[DITJI 11 II�.�'�' �f'��ID 

X. KELLRAHAN JOlaSA 10. Rf

11. ST J\"I U.S

12. PP.KERJAAN 

D , . l'cm,,,k

0 1.PNs�, 

IJ .,AMA Slll:lJl:K PAJAK 

D 2. l'cn�cwa 

D !.AlHH•, 

0 .\. l'cn).\clolj 

D J. Pcn,1unan• I

0 4. Pcmak.11

D 4.1,i.itbn 

t 4. NI'\\!' 

0 .�. Sc11gkc1u 

D 5. L.unnyu 

[D[IIl[IIl0[IIJDJJ 
15. :-.AMA Ji\LAN f DlJ.SUN

�O KAI.H.:l'.•\Tl!N I KUTAM.\DY,·\ - KOUl:. POS 

24. Jl::NI.S TA:-IAl·I D 1. ·1jn.1h- D 
13.inJ!unJn 

! l\.:i,hnf D 
S1ap l:lanJ!un

lo. l:lLOK /KA\' i NOMOR / l'l-:R.Sll. 

I I I I I I I l I I I I I 
ll\.KW 1'1.RI 

DJ [IJJ 

.I. T.111:ih Kthon� 0 ·I. F:i,1111:i- Llmum 

d11:l.n1utk3n J1halJman h�r1l.u111� ., 
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Saya n11:ny.1t.1k:rn haliw;1 mlurm,1\1 y.ing 1el;ih ,ay.1 t>cnkan d.:il.:im fi,m1ulir tns 1c:rmasuk larnrm.1r1nyt1 Jda!Jh hcmir. )Clas <lan lcngkap 
menu rut kc::id.un yang �l"hcnarny.1. ,c�u;11 dcn}:�111 P.:i,:il 'J :1yal 12, Un,fan)!-und:mg :-l1> I 2 Tahu11 I 985. 

2o. �A�!..\ Sl ° HJEK PAJAK/ 
KIIASANY.-\ 

:.7. 1'At (l(i,\L '.!i L TA1'DA TAN(.j,\� 

IJ.tf:1111 h.;t htnuhl:11. ,d.1\.u l,UJ>.I. SUI .1\ Kua,., h..UJI' ,ltla1111111l::.11 
D.11:1111 h .. l S11hJ,'l l'aj.,L m:111!.111,11.. .. 11 ,cudir, Oh;�I. (>,q.11.. ,upa)'a 111,·n�:,;.1111l1.11tJn �li"l: l)�nah Lul.u.,, O!lj el. l'.11,d, 
IJJI.L, "a Liu p,ni;i"ml>.:ihau �1'01' .lU (hg.z 1,oluh t h.u, -cJ.11.. J1kw11.1 i,kb Suh1d P.1;al. ,c,-u.,1 l'J,JI 9 "�al<�, l' ll N.,. I! Tahui, I 'll<5 

(;. 11)1,;�l!"I \S 1•.t-:,1>.-\ L\/Pl-:J.\U.\ I\'\,<, IH.I<\\ E�.\'.'.l; 

PJ!'°l"UGJ\S Pl::NDATA 

l'). TANO<.i.AL fl'(H./ULN/THN)m [D [D 
JO. ·rA�L>A TANGAN 

31. :-;AM,\ Jl.:LAS

32.:-.ltP I I I II I I I I I 

Ml!NC�tAHUI PE.h\liAT YANG BEl{WENA:-.'.G 

29. TA:--:{;(.;,\L (r<.iL/lJI.Nf'rl-lN)rn [D DJ
30. TA�Ur\ TANGAN

.31. NAMA JELAS 

32. Nil' I I I I I I I I I I 

SKET / DENAH LOKASI OB.IEK PAJAK 

Conuih Pcni:gumbJran 
Kl:Tl:.RANtit\:-.1 

• O,imharlrnn ,lei/ tlcnah l0l...1,1 ,,h1ck papk 
tlaopJ ,bila). y.111� dihubun1!l.,111 1k11_(;:m fabn r.>y.i/ 
1alan pmlulrnl. plan lin�l.uni;Jn d.m lain-t;nn. y,111� 
mutlt1h d1kc1:1hu1 ,)!ch umurn. 

_JI�-
• Scbutk.Jn hata,-hat:is pcm1hkan schd:1h ufar,1,

Sclat.111. tlmur Jan harat 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM/SEKRETARIAT DAERAH 

JI. Kennc1 

I 
liurhun 

BUPATI PONOROGO, TID. H. IPONG MUCHLISSONI

t\h 
S.111h



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 107 TAHUN 2019 

TANGGAL : 1 OKTOBER 2019 

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENERBITAN NPWPD 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

Jl. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352) 481612 

P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR: 188.4 / .......... / 405.27 / ......... . 

TENTANG 

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 

UNTUK WAJIB PAJAK ATAS NAMA ................................................................ . 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO, 

bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan 
daerah serta sebagai sarana administrasi yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri a tau identitas W a jib Pajak, maka dipandang perlu 
menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Wajib Pajak atas 
nama ................................ dengan menuangkannya dalam Keputusan 
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ....... Tahun 2019 tentang Nomor
Identitas Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN 

Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yaitu untuk: 

Nan1a . ...................................................................................... . 

NIK ....................................................................................... . 

NPWPD: ...................................................................................... . 

Alamat 
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- 2 -

KEDUA Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM/ SE ETARIAT DAERAH 

RTIYAWAN S.H. 
707 199303 1 008 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 

KEPALA BADAN PENDAPATAN,PENGELOLAAN 

KEUANGANDAN ASSET DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 

ttd 

( Nama Jelas) 

BUPATI PONOROGO, 'ITD. H. IPONG MUCHLISSONI



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR : 107 TAHUN 2019 TANGGAL: 1 OKTOBER 2019 
PEDOMAN PENOMORAN NPWPD 

Struktur NPWPD terdiri dari 18 digit dengan komponen sebagai berikut: Digit 1 diisi P untuk Pajak Daerah; Digit 2 diisi 1 untuk golongan Wajib Pajak orang pribadi; atau diisi 2 untuk golongan Wajib Pajak Badan Usaha; Digit 3 s.d. 4 diisi kode wilayah Propinsi; Digit 5 s.d. 6 diisi kode wilayah Kabupaten/Kota; Digit 7 s.d. 9 diisi kode wilayah Kecamatan; Digit 10 s.d. 12 diisi kode wilayah Desa/Kelurahan; dan Digit 13 s.d. 18 diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disusun berurutan untuk seluruh Wajib Pajak yang ada. 
Contoh: 

Keterangan a = kode pajak (P); b = kode golongan ( 1 a tau 2); c = kode Propinsi; d = kode Kabupaten/Kota; e = kode Kecamatan; f = kode Desa/Kelurahan; dan g = nomor registrasi/nomor urut. 

Salinan sesuai dengan aslin7a KEPALA BAGIAN HUKUM SE RETARIAT DAERAH 

BUPATI PONOROGO, TTD. H. IPONG MUCHLISSONI



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 107 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENGUMUMAN 
PEMUNGUTAN PAJAK 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

Ji. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352 J 481612 

P O N O R O G O

SURAT KETERANGAN MEMENUHI K.RITERIA 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

NOMOR : 188.4 / .......... / 405.27 / ......... . 

Kepala Badan Pendapat:a.n Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten 
Ponorogo menerangkan bahwa Wajib Pajak : 

Nama 

NPWPD 

Alamat 

berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ..... Tahun 2019 tentang Nomor 
Identitas Pajak Daerah dan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4 / ..... / 405.27 / ..... 
tent:a.ng Penerbit:a.n Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Atas Nama 
.......................................... , maka telah memenuhi kriteria pemungutan Pajak Daerah. 

Sadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo 
memiliki hak untuk memungut Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dimaksud. Surat 

· Keterangan ini berlaku sejak diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapat:a.n
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4 / ..... / 
405.27 / ..... tentang Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Wajib Pajak 
Atas Nama ................................................................ . 

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

Ponorogo, ................................ . 

KEPALA BADAN PENDAPATAN,PENGELOLAAN 
KEUANGANDAN ASSET DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM� t 
SE RETARIAT DAERAH /

RTIYAWAN S.H. 
':707 199303 1 008

ttd
( Nama Jelas ) 

BUPATI PONOROGO,
TID.

H. IPONG MUCHLISSONI



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 107 TAHUN 2019 

TANGGAL : 1 OKTOBER 2019 

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENERBITAN NOPD 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

JI. Aloan-Aloan Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352) 481612 

PO N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR: 188.4 / .......... / 405.27 / ......... . 

TENTANG 

PENERBITAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH 

ATAS NAMA WAJIB PAJAK .................................................. . 

UNTUK OBJEK PAJAK YANG TERLETAK DI .................................................. . 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO, 

bahwa dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan 
daerah serta sebagai sarana administrasi Wajib Pajak atas objek pajak 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan, maka dipandang 
perlu menerbitkan Nomor Objek Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak 
......................... untuk Objek Pajak yang terletak di .......................... . 
dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pen1bahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

5.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

6.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

7.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ....... Tahun 2019 tentang Nomor
Identitas Pajak Daerah

MEMUTUSKAN 

Menerbitkan Nomor Objek Pajak Daerah, yaitu untuk 

Nama Wajib Pajak : ......................................................................... . 

Alamat Wajib Pajak : ......................................................................... . 

Nama Objek Pajak : ......................................................................... . 

Alamat Objek Pajak : ......................................................................... . 
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- 2 -

KEDUA Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslin'a KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 
KEPALA BADAN PENDAPATAN,PENGELOLAAN 

KEUANGANDAN ASSET DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 

ttd 

( Nama Jelas ) 

BUPATI PONOROGO, 
TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI
•



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 107 TAHUN 2019 

TANGGAL: 1 OKTOBER 2019 

PEDOMAN PENOMORAN NOPD 

Struktur NOPD terdiri dari 18 digit dengan komponen sebagai berikut: 

Digit 1 s.d. 2 diisi kode wilayah Propinsi; 

Digit 3 s.d. 4 diisi kode wilayah Kabupaten/Kota; 

Digit 5 s.d. 7 diisi kode wilayah Kecamatan; 

Digit 8 s.d. 10 diisi kode wilayah Desa/Kelurahan; 

Digit 11 diisi kode jenis Pajak Daerah; 

Digit 12 s.d. 13 : diisi kode blok; 

Digit 14 s.d. 17 : diisi nomor registrasi/nomor urut; dan 

Digit 18 diisi jumlah lantai bangunan untuk PBB-P2; 

Contoh: 

0 untuk kode permanen Pajak Daerah selain PBB-P2; 

1 untuk kode insidentil Pajak Daerah selain PBB-P2. 

tE���ffi=E�l�I 
Keterangan 

a = kode Propinsi; 

b = kode Kabupaten/Kota; 

c = kode Kecamatan; 

d = kode Desa/Kelurahan; 

e = kode jenis Pajak Daerah; 

0 s.d. 1 untuk PBB-P2; 

2 untuk Pajak Hotel; 

3 untuk Pajak Restoran; 

4 untuk Pajak Hiburan; 

5 untuk Pajak Reklame; 

6 untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7 untuk Pajak Parkir; 

8 untuk Pajak Air Tanah; 

9 untuk Pajak Penerangan Jalan; 

f = kode blok; 

g = nomor registrasi/nomor urut; dan 
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h = jumlah lantai bangunan untuk PBB-P2; 

0 untuk kode permanen Pajak Daerah selain PBB-P2; 

1 untuk kode insidentil Pajak Daerah selain PBB-P2. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

I SEKRETARIAT DAERAH 

BUPATI PONOROGO, 

TID. 

H. IPONG MUCHLISSONI



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR : 107 TAHUN 2019 

TANGGAL: 1 OKTOBER 2019 

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENGHAPUSAN NPWPD 
DAN /ATAU NOPD 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASSET DAERAH 

JI. Aloon-Aloon Utara Gedung Graha Krida Praja Lantai II ( 0352) 481612 

PONOROGO 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR: 188.4 / .......... / 405.27 / ......... . 

TENTANG 

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK W AJIB PAJAK DAERAH ATAS NAMA 
........................ DAN/ ATAU NO MOR OBJEK PAJAK 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

DAERAH ATAS OBJEK PAJAK ....................... . 

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO, 

bahwa berdasarkan surat dari Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Nomor .................... tanggal ................... .. 
yang menyatakan bahwa .................................... , telah tutup terhitung 
mulai tanggal .................... , maka dipandang perlu menghapus Nomor 
Pokok Wajib Pajak Daerah atas nam.a ........................ dan/atau Nomor 
Objek Pajak Daerah atas Objek Pajak ................................... dengan 
menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor ....... Tahun 2019 tentang Nomor
Identitas Pajak Daerah

MEMUTUSKAN 

Menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor 
Objek Pajak Daerah atas Objek Pajak, yaitu sebagai berikut: 
a. Nama Objek Pajak . ..................................................................... . 

Alamat . ..................................................................... . 



KEDUA 
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b. Nama Wajib Pajak : .................................................................... .. 

NIK . ..................................................................... . 

Alarnat 

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 

KEPALA BADAN PENDAPATAN,PENGELOLAAN 
KEUANGANDAN ASSET DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 

ttd 

( Nama Jelas) 

BUPATI PONOROGO, 
TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM/ SE ETARIAT DAERAH 

,. 

"-
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